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ABSTRAK 

SRI YUNITA LATIF, NIM. S.21.18.094, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA 

KABUPATEN BOALEMO 



Penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan 

dalam proses belajar daring di SDN 15 Tilamuta. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data 

yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian adalah implementasi program belajar 

daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum 

telah dengan baik. Adanya kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar 

tidak leapas dari dukungan komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan 

kepada orang tua siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal 

dukungan sarana berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar 

secara daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar 

daring diberlakukan kembali. Implementsai program belajar daring juga terkendala oleh 

tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring. Sekalipuin 

proses belajar tetap berjalan dengan sistem pengaturan waktu belajar oleh masing-masing 

guru kelas dan mata pelajaran. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembelajaran Daring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MOTO DAN PERSEMBAHAN 
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ABSTRAK 

SRI YUNITA LATIF, NIM. S.21.18.094, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA 

KABUPATEN BOALEMO 

Penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan 

dalam proses belajar daring di SDN 15 Tilamuta. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data 

yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian adalah implementasi program belajar 

daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum 

telah dengan baik. Adanya kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar 

tidak leapas dari dukungan komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan 

kepada orang tua siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal 

dukungan sarana berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar 

secara daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar 

daring diberlakukan kembali. Implementsai program belajar daring juga terkendala oleh 

tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring. Sekalipuin 

proses belajar tetap berjalan dengan sistem pengaturan waktu belajar oleh masing-masing 

guru kelas dan mata pelajaran. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembelajaran Daring. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SRI YUNITA LATIF.  S2118094.  IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING 

POLICY AT SDN 15 TILAMUTA IN BOALEMO DISTRICT 

 

This study aims to determine the implementation of an online learning policy at SDN 15 

Tilamuta. It employs a qualitative method. The data collection technique uses interviews, 

observation, and documentation. The data analysis technique is interactive analysis. The 

results of the study indicate that in general the online learning implementation in SDN 15 

Tilamuta, Tilamuta Subdistrict in Boalemo District has been well. The obstacles and 

problems in the teaching and learning process cannot be separated from the support of 

good communication.  It has been done by delivering policy messages to parents of 

students.  It has been carried out by the school. Meanwhile, terms of supporting facilities 

in the form of cellphones, it is still an obstacle in the online teaching and learning 

process. It requires strategic steps in the future if the online learning process is 

reinstated. The online learning implementation is also constrained by the lack of teachers 

supporting the learning process of teaching online. However, the learning process 

continues with a learning time setting system by each class and subject teacher. 

 

Keywords: policy implementation, online learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi covid-19 telah berdampak juga di sektor pendidikan terutama di 

Indonesia. Demi mengurangi penyebaran virus ini pemerintah menerapkan strategi social 

distancing. Salah satunya menutup sekolah kebijakan lainya yang diberikan pemerintah 

yaitu proses belajar mengajar dilakukan dirumah dan belajar tatap muka dengan 

menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Dengan memprioritaskan kesehatan dan 

keselamatan lementrian pendidikan dan kebidayaan menerapkan bebrapa kebijakan 

pemerintah dalam memenuhi hak pendidkan anak selama masih berlangsungnya 

pandemic covid-19. 

Penyebaran Covid-19 ini mengakibatkan tenaga pengajar dan siswa menjadi salah 

satu korban dari wabah Virus ini. Dampak yang dirasakan oleh sekolah atau siswa yaitu 

dampak negatif, mengapa dikatakan negative, karena mereka diharuskan atau diwajibkan 

untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini menjadi sebuah hambatan pada proses 

belajar siswa yang dapat menurunkan minat belajar siswa. (Suryani 2010 pada 

Jamaluddin 2020). Terlebih lagi banyaknya siswa yang tidak terbiasa dengan 

oembelajaran sperti ini yaitu pembelajaran online. Tidak menutup kemungkinan keadaan 

guru yang belum begitu paham mengenai teknologi internet atau pengguna media 

pembelajaran online yang bervasi seperti saat ini. Hal ini berdampak pada pembelajaran 

yangdilakukan kurang efesien kurangnya konsentrasi siswa dan sulitnya siswa dalam 

memahami pembelajaran yang diberikan guru. 



Adanya virus covid-19 yang berdampak pada proses belajar siswa terutama di 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan edaran berupa kebijakan untuk meliburkan 

siswa dan siswi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini juga 

dilakukan sebagai upaya dalam mencegahan meluasnya virus ini. Dalam surat edaran 

yang diberikan oleh pemerintah menjelaskan tentang proses belajar dilakukan dirumah 

dengan proses pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilakukan untuk memberikan 

pengalaman baru berupa pengalaman belajar jarak jauh yang bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran daring atau jarak jauh lebih difokuskan pada pendidikan kecakapan hudup 

antra lain menganai pandemic yang sedang melanda yaitu Virus Covid-1 

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Budaya (KEMENDIKBUD) 

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah di Masa 

Darurat Penyebaran Covid-19, yang berisi tentang arahan pembelajaran dari rumah atau 

daring. Kegiatan BDR dimaskudkan untuk dapat membrkan hakekat pembejalaran atau 

nmakna kepada paera siswa akan proses belajar dengan kponsep lain.  

Fenomena tentang proses belajar mengajar berdasarkan surat edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran sistem daring di seluruh sekolah di 

Indonesia khususnya di Kabupaten Boalemo, salah satu sekolah yang menerapkan sistem 

pembelajaran daring adalah SDN 15 Tilamuta. Proses belajar adalah bagian dari 

kebijakan sekolah untuk memaksimalkan proses belajar siswa, sehingga tidak ada siswa 

yang tertinggal mata pelajaran. 

Namun pada penelitian awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa proses 

belajar mengajar sistem daring masih memiliki masalah atau kendala tertentu, 

diantaranya seperti: tidak maksimalnya penerimaan pelajaran oleh siswa saat proses 

pembelajaran daring berlangsung, kurangnya fasilitas pendukung dalam proses belajar, 



kurangnya pengetahuan orang tua siswa tentang sistem pembelajaran daring dan 

kurangya sumber daya manusia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “IMPLEMETASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJRAN 

DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO” (Studi di SDN 15 

Tilamuta Kabupaten Boalemo) 

1.2 Rumusan masalah 

Hasil uraian latar belakang diatas, dengan memperhatikan fenomena yang 

dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan 

Implementasi kebijakan dalam proses belajar secara daring di SDN 15 Tilamuta. 

1.3 Tujuan penelitian 

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini yaitu,: untuk mengetahui bagaimana 

penerapan implementasi kebijakan dalam proses belajar daring di Sdn 15 Tilamuta.  

 

 

1.4 Manfat Penlitian 

Yang menjadi mnfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan 

ilmu pengetahuan pemerintahan khususnya menyangkut pada Implementasi 

Kebijakan. 

2. Manfaat praktis  



Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada kepala 

sekolah berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian, 

guna mengembagkan penerapan kebijakan kepala sekolah pada proses belajar siswa 

dimasa pandemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kebijakan 

2.1.1. Konsep Kebijakan 

Definisi kebijakan (policy) terkadang dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), 

programan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi pemerintahan atau lembaga 

yang memiliki tujuan untuk melaksanakan satu perubahan tertentu (Wahab, 2012) 

United Nations (dalam Wahab, 2012) memberikan penejelasan tentang Kebijakan 

sebagai karakter dari aktor tertentuyang melaksanakan fungsi-funsgi administrastif, baik 



dalam bentuk pejabat, kelompok tertentu atau lingkup pemerintahan yang terlibat dalam 

kegiatan tertentu. Penjelasan yang sama disampaikan oleh Islamy (2011), bahwa 

kebijakan publik adalah proses hasil rumusan keputusan yang dilaksanakan ataupun tidak 

dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik. 

Pengertian tentang kebijakan public sangat luas konsep pendefinisiannya, serta 

memiliki Beragam persepsi didalamnnya. Dalam konsteks umum kebijakan publik lebih 

dipahami sebagai proses yang mengarah pada satu pencapaian tujuan perubahan akan 

penyelesaian masalah publik dengan berbagai macam pendekatan dan model yang 

digunakan, sedangkan dalam pandangan khusus kebijakan lebih dipahami pada 

penyelesaian konkrti akan masalah publik dengan mempertimbangkan siklus kebijakan 

publik. 

2.1.2 Proses Kebijakan Publik 

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta 

dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang public 

belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses 

inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. 

Banyak para public yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor 

kebijakan, sampai ubli yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang 

memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para publi terhadap proses kebijakan 

menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan 

tidak tercapai secara maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukanya 

menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru. 

Tahapan dalam kebijakan public akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan 

tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam nugroho : 2012) dalam 



proses kebijkan 18ublic terdapat tahapan yang saling bergantungan yang diatur menurut 

waktu, diantaranya: penyusunan angenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaian 

tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25 

Gambar 1. Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe–tipe Pembuatan Kebijakan 

 

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda 18ublic. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masayarakat 

begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling 

berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – 
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masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan 

para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan 

19ubli pembahasan dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para 

perumus kebijakan.  

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut 

akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam 

tahap ini berbagai 19ublic19tive penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk 

ditentukan, mana dari sekian 19ublic19tive penyelesaian masalah yang paling pantas dan 

terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran 19ubli akan sangat menentukan untuk 

19ubl mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki. 

Setelah melewati beberapan tahapan, baik dari penyusunan agenda, sampai pada 

tahapan formulasi, dimana sekian banyak 19ublic19tive telah ditawarkan oleh perumus 

kebijakan, pada kahirnya salah satu 19ublic19tive kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan masyoritas llegislatif atau keputusan peradilan. 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang sangat penting juga dalam proses 

kebijakan, yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tentu disadari bahwa suatu kebijakan, 

baik itu berupa program atau dalam bentuk peraturan lainnya yang telah dirumuskan 

secara matang tidak akan bernilai apa – apa atau hanya menjadi catatan semata, ketika 

tidak diimplementasikan. Keputusan yang telah dijalankan pada tahap selanjutnya akan 

dilakukan penilaian atau dievaluasi. Tahapan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana 

kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.  

Secara umum dapat dipahami bahwa penjelasan tentang proses kebijakan public 

sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan rangkaian yang sistimatis 

dan tidak 19ubl terpisahkan antara tahapan – tahapan yang ada. Karena jika salah satu 



saja tidak dilaksanakan, maka kebijakan itu tidak akan lahir atau tidak akan mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Sehingga proses sistemik dari kebijakan public tersebut dapat 

dikatakan merupakan aktifitas dengan bagaimana masalah itu dirumuskan, agenda 

kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijakan 

dilaksanakan dan kebijakan dievaluasi. 

2.2 Pengertian Implementasi 

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau 

merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah 

satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses 

ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk 

keputusan – keputusan (decision) oleh para aktor.  

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam proses kebijakan 

publik. Penting karena implementasi adalah ukuran utama tercapai atau tidaknya suatu 

tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan keputusan (Widodo, 2012).  

“Impementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang 

telah diplih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala 

kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah mapun oleh pihak swasta (secara 

individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) 

yang telah ditetapkan.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan 

bahwa:  

(implementsi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan 

antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui 



perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman 

atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan 

bagi mereka yang terkena dampak). 

Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-

menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan 

Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses 

dan hasil (output). 

Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal 

(single action). Implementasi kebijakan, pada hakekatnya lebih sebagai sebuah proses 

yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting. Jones (dalam Wiyoto, 

2005, h. 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari 

serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokan kedalam 3 (tiga) aktivitas 

fungsional utama, yaitu:  

1. Interpretasi (Inerpretation) 

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan tranlation of 

program into acceptable and feasible plans and directives (Menerjemahkan 

kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan 

layak dilaksanakan). 

 

 

2. Pengorganisasian (Organization) 

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “the establishment 

of resources, unit, and method for putting program into effect” (Penetapan atau 

melakukan pengaturab terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode 



kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan 

hasil tertentu). 

3. Penerapan (Application) 

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara 

terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan). 

 Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada 

konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan 

akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa 

implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam 

pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya 

masing-masing, mulai dari tingkat administator paling atas sampai pada unit-unit 

pelaksana dilapangan untuk mencapi tujuan yang diharapkan. 

2.3 Model-model Impementasi Kebijakan Publik 

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk 

melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau 

model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah 

– masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. Bullock dan Stallybrass 

(dalam Wahab, 2012) mejelaskan bahwa model adalah “a representation of something 

else, designed for a specific purpose” (representasi dari sesuatu yang lain, yang 

dirancang untuk tujuan tertentu).  Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model 

ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu.  



Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye (dalam 

Wahab, 2012:154) mengatakan bahwa “a model is merely an abstraction or 

representation of political life” (apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah 

sesuatu upaya menyederhanakan atau mengejewantahkan kenyataan politik).  

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa 

semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisi yang 

dilakukan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yang 

mampu menjelaskan hubungan kuasalitas antarvariabel yang menjadi fokus analisis. 

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari 

rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini 

Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 

persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah 

bagaimana mengendalikan implementasi. Impelemtasi kebiajakan adalah hal yang paling 

berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul 

dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan. 

Untuk memperkuat argumentasi tentang model implementasi kebijakan, berikut ini 

akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang dapat 

dijadikan rujukan dalam melakukan analisa tentang masalah penelitian implementasi 

kebijakan, diantaranya: 

1. Model Van Metter dan Van Horn 

Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya 

merupakan abstraki atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya 

secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa 



implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, 

pelaksana dan kinerja kebijakan publik.   

a. Policy Standard and Objectives (ukuran dan Tuntutan Kebijakan) 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan 

hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang 

mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan 

terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit 

untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil. 

 

b. Resources (Sumber Daya) 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber 

daya manusia, finansial dan waktu.  

c. Interorganizational communication and enforcement activities (Komunikasi 

antara organisasi dan aktivitas pelaksana) 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam 

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesasalahan-kesalahan kecil jarang terjadi. 

d. The characteristics of implementation of agencies (Karakteristik Agen Pelaksana) 

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya imoplementasi kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan 

kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang 

merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para 



pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang 

dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

e. The economic, social and political enviroment (Lingkungan ekonomi, sosial dan 

politik). 

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau 

mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

f. The Disposition or respons of implementers (Disposisi atau response dari para 

pelaksana) 

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. 

Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsig 

terhadap kelompok sasarn dan lingkungan. 

2. Model Mazmanian dan Sabatier 

 Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan A Framework for  Policy Implementation 

Analysis. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik 

adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang memengaruhi 

tercapanya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya: 

I. Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi: 

a. Kesukaran Teknis 

Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada 

sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan 



indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan 

kausal yang mempengaruhi masalah. 

 

b. Keberagaman Perilaku yang diatur 

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan 

yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan 

jelas. 

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran 

Semakin kecil dan jelas kelompok saaran kebijakan, maka akan mudah dalam 

menggerakan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan 

membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan. 

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki 

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup 

perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar. 

II. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat 

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui: 

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. 

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan 

dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan 

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari 

implementasi kebijakan. 

 

3) Ketetapan alokasi sumberdaya 



Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal 

4) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau 

instansi-instansi pelaksana. 

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana 

dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar 

pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat 

dicapai sesuai dengan yang diinginkan. 

5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. 

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal 

dari badan-badan pelaksana kebijakan. 

6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. 

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan 

7) Akses formal pihak-pihak luar. 

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan 

resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

III. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. 

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. 

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan 

teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 



b. Dukungan publik. 

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan 

dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. 

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. 

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat 

masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan 

seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. 

d. Kesempatan dan kemampuan kepemim[inan para pejabat pelaksana. 

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan 

lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi 

terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

3. Model George C. Edward III 

Model implementasi kebijakan menurut  edward III dinamakan dengan Direct and 

Inderect Impact on Implementation. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward 

mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan 

sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang 

mengakibatkan suatu implementasi gagal (Winarno, 2012, h. 177). Edward berusaha 

menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau 

variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-

variabel tersebut adalah: 

1. Komunikasi 

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala 

kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan 

pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. 

Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak 



dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentun saja, 

komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleg para 

pelaksana.  

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-

petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para 

pelaksana (implementor) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka 

lakukan.   

Winarno (2012, h. 179) mejelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam 

implementasi kebijakan adalah: 

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan 

menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang 

mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-

dampak buruk bagi implementasi kebijakan”. 

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi tersebut, yaitu: 

a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran 

kemunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang 

dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga 

dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanaka. 



b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas 

dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak 

pada penyelewengan kebijakan.  

c) Konsistensi; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan 

jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. 

Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. 

Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, 

namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan 

dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan 

tugasnya dengan baik.  

2. Sumber daya 

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. 

Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya 

juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward 

menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan 

pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk 

mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka 

sumber daya yang dimaksud meliputi:” 

a) Staf,  Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, 

diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan 

salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan 

tidak berkompoten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan 



tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan. 

b) Informasi, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi 

kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai 

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-

personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. 

c) Wewenang, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga 

dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para 

implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik. 

d) Fasilitas, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan 

staf yang berkompoten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki 

wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, 

tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.  

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam 

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, 

h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan 

oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu 

melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki 

disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. 

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.  



Variabel diaposisi menurut edward III, yaitu: 

a) Pengangkatan Birokrat, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, 

terutama untuk kepentingan warga masyarakat. 

b) Insentif, Menurut edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik 

yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana 

adalah dengan memanupulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk 

dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi 

dapat berjalan dengan lancar. Manupulasi insentif dimaksudkan adalah upaya 

yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat 

memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu. 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam 

struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, 

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebgai pelaksana kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan 

baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) 

bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan 

Standar Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan fragmentation (fragmentasi), 

fragmentasi dimaksudkan sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan 

antara beberapa unit organisasi. 

 



Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008,  h. 150) 

Gambar 2. Model Direct and Indirect Impact on Implementation 

(Geoge Edward III) 

2.4 Pembelajran Daring 

 Saat ini Corona Virus Disease 2019 (covid 19) masih menjadi topic hangat dan 

merupakan sebuah bencana yang tidak hayna melanda suatu daerah tapi seluruh Negara 

di dunia, hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk meberlakuakn 

lockdown dalam langkah mencegah penyebaran virus, di Indonesia sendiri diberlakukan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa Pemerintah daerah 

memutuskan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan 

sistem daring (dalam jaringan) atau online. 

 Menurut Meidawati, dkk (dalam Pohan, 2020:2) pembelajaran daring learning 

merupakan pendidikan formal yang dilenggarakan oleh sekolah yang Guru dan Siswa 

berada di tempat yang berbeda sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk 

menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan didalamnya. 

Komunikasi 

Disposisi 

Struktur 

Birokrasi 

Sumberdaya 

Implementasi 



Pembelajaran ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tergantung pada 

ketersediaan alat pendukung yang digunakan. 

 Meidawati dkk (dalam Pohan, 2020:7) ada beberapa manfaat dari pembelajaran 

daring, yang dimana sebagai berikut: 

1) Dapat membangun komunikasi dan diskusi yang efisien antara Guru dan Siswa. 

2) Siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi antara Siswa lainnya tanpa melalui guru 

3) Dapat memudahkan interaksi antara Guru, Siswa dan Orang Tua Siswa. 

4) Sebagai sarana untuk ujian dan kuis 

5) Guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada Siswa baik berupa gambar 

dan video 

6) Siswa dapat dengan mudah mencari dan mengunduh bahan ajar. 

7) Guru dapat membuat soal maupun kuis dimana saja tanpa batas waktu. 

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

a. Kelebihan: 

 Peserta didik dapat mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan 

setiap saat. 

 Peserta didik dapat lebih mudah berkomunikasi dengan pendidik kapan saja jika 

memerlukan informasi tambahan yang mendadak. 

 Pendidik dan peserta didik dapat melakukan diskusi secara online untuk 

menambah ilmu pengetahuan. 

 Peserta didik akan lebih mandiri dan lebih aktif. 

 Proses pembelajaran akan lebih santai karena di tempat dan kondisi yang sesuai 

keinginan perserta didik. 

b. Kekurangan 

 Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

 Kecenderungan mengabaikan atau aspek sosial dan sebalikya tumbuhnya aspek 

bisnis komersial. 



 Proses pembelajaran cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan. 

 Peran pendidik menjadi berubah dari yang  biasa menggunakan metode 

konvensional, kini dituntut mengetahui teknik pembelajaran menggunakan 

komputer. 

 Peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar akan cenderung 

gagal. 

 Tidak semua peserta didik mampu membeli keperluan untuk proses 

pembelejaran daring 

 Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet yang memadai. 

 

 

 

 

2.5 Kebijakan Daring 

 Pembelajaran daring merupakan sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung 

antara Guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan 

internet. Beberapa Pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan siswa dan mulai 

menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online. 

 Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Republik Indonesia 

terkait surat edaran Nomor 4 Tahun 2020, tentang pelaksnaan kebijakan pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran Cororna Virus Disease (covid 19). Sistem pembelajaran 

dilaksnakan melalui perangkat Personal Computer (PC), Laptop atau Smartphone yang 

terhubung melalui koneksi jaringan internet. Guru dan siswa dapat melakukan 



pembelajaran diwaktu yang sama menggunakan group di media social seperti Whatsup, 

Telegram, Intagram, dan aplikasi Zoom atau yang lainnya, meskipun berada di tempat 

yang berbeda. 

 Pembelajaran daring dapat didefinisiakan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh 

yang penyampaian materinya dilakukan lewat internet secara syncromous atau 

asyncromous. Pembelajaran daring biasanya dikenal dengan e-learning, pembelajaran 

virtual, dan pembelajaran jarak jauh. Istilah pembelajaran ini menyiaratkan bahwa guru 

dan Siswa tidak harus bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran 

melainkan dapatb menggunakan media teknologi digital berupa computer, laptop maupun 

smartphone yang memungkinkan fleksibiltas akses. 

 Pemerintah mengeluarkan kebijkan melalui kmendikbud untuk mengahadapi 

pembelajaran di masa covid-19, berupa mengeluatkam surat kputusan Bersama (SKB). 

Mempertimbangkan kebutuhan dalam mnjalankan pemnelajaran daring, berbagai 

masukan dari para ahli untuk menjalankan pembelajran daring.  

 Bulan Maret s.d. April 2020, Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis, 

realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan 

Perguruan Tinggi Neger dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan 

Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru 

Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta 

pembelajaran daring. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Kebijakan dalam melakakan sistem pembelajaran dari merupakan salah satu 

kebijakan menteri pendidikan dalam memutus mata rantai covid-19, hal ini yang juga 

menjadi pemicu penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ini. Adapun yang teori 

yang dijadikan  peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu teori 

Edward III dalam Widodo (2010-97) tentang faktor yang menyebabkan keberhasilan 

atau kegagalan implementasi kebijakan. Penjelasan hal tersebut dapat dijelaskan melalui 

bagan berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini menyangkut penerapan Implementasi Kebijakan 

terhadap sistem pebelajaran daring di SDN 15 Tilamuta, serta kebijakan apa saja yang 

diterapkan dalam proses belajar dan faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran. 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis terlebih dahulu menentukan obyek yang akan 

dijadikan bahan penelitian, kemudian menetukan jeneis penelitian apa yang akan 

diterapkan sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Penulis memilih 

jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2005:67) “ Metode 

penelitian deskrptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

atau melukiskan keadaan subyek-subek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan 

sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya”. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah implementasi 

kebijakan penerapan pembelajaran daring yang di nilai dari: 

1. Faktor komunikasi 

2. Faktor sarana pembelajaran 

PEMBELAJARAN 

DARING YANG BAIK 



3. Faktor Sumber Daya manusia 

3.4 Informan 

 Informan adalah seseorang yang dipililih sebagai subyek yang menguasai masalah 

dari objek penelitian, dan dipilih secara purposive. Selanjutnya imforman diminta agar 

dapat memberikan infromasi kaitannya dengan apa yang ingin ditanyakan.  

Adapaun  dijadikan informan penelitian ini: 

 Kepala Sekolah  : 1 orang 

 Guru    : 3 orang 

 Siswa    : 3 orang 

 Orang tua siswa  : 2 orang 

3.5 Jenis Data 

 Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari para 

informan di tempat penelitian dengan sumber datanya adalah wawancara dan 

observasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak 

lain, dan sumber datanya berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian, dam lain-lain. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa cara anatara lain: 



1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan secara lisan yang 

diajukan kepada sumber data dan dijawab secara lisan pula. Metode wawancara ini 

dilakukan agar data yang didapat peneliti jelas dan akurat karena berasal dari sumber 

datanya langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

mendalam. 

2. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek 

penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan bersifat 

umum, yaitu untuk mendalami kegiatan yang terjadi jika dikaitkan dengan masalah 

penelitian. 

3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang 

tersedia. Metode ini digunakan untuk manjaring informasi yang yang dibutuhkan 

dalam penelitian dalam bentuk dokumen atau catatan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisis data model miles dan huberman sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2005) bahwa penelitian kualitiatif proses analisis datamya 

mengedepankan analisis deskriptif, dengan beberapa tahatapan, yaitu 

1. Data Reduction (Reduksi data): Upaya untuk memilih dan memilah data yang relevan 

atau sesuai dengan tema dan materi penelitian dengan cara merangkum, memilih hal-hal 

penting, serta melihat pada sisi focus utama dalam penelitian.  

2. Data Display (Penyajian data): Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi 

sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 



3. Verifikasi (Menarik kesimpulan): Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan 

dilapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.   



BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Sekolah dasar negeri 15 adalah sekolah dasar yang terletak di Desa Piloliyanga 

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.  Sekolah dasar negeri 15 berdiri berdasarkan 

SK Nomor 425/853/DIKPORA/X/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017 dan terletak di Jl. 

Kolonel Marthin Liputo.   

4.2 Hasil Penelitian 

Kebijakan penanganan pandemic covid 19 oleh pemerintah Indonesia dilakukan 

melalui berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik melalui pemberlakuan pembatasan 

aktivitas masyarakat, pemberlakuaan system daring pada proses belajar dibidang 

pendidikan, sampai pada upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak krtistis dari 

pandemic covid. Dalam kontreks pendidikan upaya untuk tetap memberlakukan proses 

belajar mengajar dilakukan melalui kebijakan system daring atau belajar dari rumah atau 

konsep jarak jauh dengan menggunakan fasilitas handpone atau secara on line. Dalam 

konteks tersebut peneliti berdasarkan focus penelitian tentang implementasi kebijakan 

pembelajaran daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta menemukan 

beberapa data factual, khususnya temuan data melalui wawancara, yaitu : 

 

 

4.2.1  Komunikasi 

Wawancara bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Tilamuta : 



“Kebijakan daring ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, bukan dinas atau 

bahkan kami yang membuatnya. Namun kalau ditanya tentang komunikasi pihak sekolah 

dengan orang tua siswa, itu sudah oasti kami lakukan. Prosesnyanya diserah kepada 

masing-masing guru kelas untuk menyampaikan kepada oang tua siswa akan penerapan 

pemeblajaran daring online. Saya rasa orang tua juga sudah tau akan hal itu”. (tanggal 

10 Februri 2022) 

Hasil yang sama didapatkan dalam wawancara bersama Ibu    wali kelas dau SDN 

15 Tilamuta : 

“Untuk informasi kebijakan daring kami sudah komnunikasikan bersama dengan 

orang tua siswa, saya sendnri selaku penanggung jab kelas dua sudah mensosialisasikan 

proses belajar daring melalui telpon langsung pada setiap orang tua siswa. Kalau ada 

orang tua yang tidak memahami itu, berarti ada hal yang perlu dijelaskan kembali pada 

orang tua siswa. Prinsipnya saya sudah sampaikan pada orant tua siswa kelas dua saya 

untuk itu” (tanggal 10 Februri 2022) 

Wawancara dengan orang tua siswa menyebutkan : 

“Kalau saya adalah orang tua siswa kelas tiga di Sekolah Dasar Negeri 15 

Tilamuta. Belajar daring ini memang tujuannya untuk menggantikan proses belajar 

disekolah, tapi karena pandemic, jadi siswa belajar dirumah. Anak saya tiap hari belajar 

secara daring. Setiap proses belajar, sebelumnya guru selalu memberikan info melalui 

grub kelas orang tua siswa pembelajarannya” (Tanggal 13 Februari 2022) 

Guru lainya diawawancarai peneliti, yaitu : 

“Daring ini memang disatu sisi memberikan kemudahan dalam beajar siswa, tapi 

disisi lain kebijakan daring ini menimbulkan masalah lain, yaitu tidak efektifnya 

komunikasi guru dan siswa. Banyak pelajaran yang disampaikan tidak bias diterima 



dengan baik oleh siswa. Kalau saya untuk mata pelajaran yang saya ajarkan selalu saya 

sampaikan diawal. Namum lagi-lagi komunikasi kami dalam proses belahjar memang 

terbatas. “(Tanggal 10 Februri 2022) 

Wawancara lain dengan orang tua lainnya : 

“Bagi saya sebagai orang tua cukup prihatin juga akan kebijakan dari ini. Masalah 

informasi telah kami dapatkan memang sejak awal, banyak juga melalui media tv 

diinformasikan, kami orang tua sudah tau. Tapi yang jadi msalah itu adalah proses 

pemeblajaraannya tidak maksimal didapatkan oleh anak-anak siswa. Apalagi kalau guru 

hanya santai juga, malah tidak ada apa-apa didapat itu” (Tanggal 13 Februari 2022). 

Dari data waancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi 

pesan akan kebijakan daring telah dilakukan oleh pihak sekolah, khususny pada guru 

sebagai wali kelas. Komunikasi disni dimaksudkan adalah upaya pihak sekolah 

memberikan pemahaman yang baik pada orang tua dan siswa akan kebijakan 

pembelajaran daring melalui on line. Kebijakan yang diperoleh dari pemerintah pusat 

tersebut cukup dipahami oleh para orang tua siswa yang ada di sekolah dasar negeri 15 

Tilamuta. Para orang tuapun telah mengetahu akan hal tersebut sejak awal penerapakan 

kebijakan tersebut. Namun komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran langsung 

dianggap kurang maksimal oleh para oirang tua. Proses pembelajaran kurang efektif 

diakibatkan adanya keterbatasan ruang dalam proses pembelajaran. 

4.2.2  Sarana Pembelarajan 

 Salah satu indikator dari keberhasilan implementasi kebijakan apapun bentuk dari 

kebijakan tersebut adalah adanya dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal penelitian 

yang dilakukan, diperoleh hasil wawancara dengan informan tentang fokus dukungan 



sarana pemebelajaran pada implementasi kebijakan pembelajaran daring di sekolah dasar 

negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.  

Wawancara dengan Kepala Sekola Dasar Negeri 15 : 

“Konsekuensi dari proses belajar daring itu adalah perlunya ketersediaan 

handpone dan data. Itu dua hal penting dalam belajar daring. Memang ketika kami 

melakukan pendataan, kami menemukan ada juga orang tua yang tidak memili fasilitas 

handpone android, sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Namum untuk 

kasus begitu kami minta guru kelas siswa untuk menghubungi lewat telepon atau 

mengirimkan tugas pada siswa tersebut, biar siswa itu ada bahan belajar” (Tanggal 10 

Februari 2022). 

Wawancara lainnya dengan guru wali kelas v sekolah dasar negeri 15 Kecamatan 

Tilamuta : 

“Untuk sarana pemebelajaran pihak sekolah tidak menyedeiakannya, khsusnya 

masalah handpone ya, itu menjadi urusan orang tua. Kecuali masalah paket data, 

biasanya ada bantuan data internet gratis dari pemerintah itu langsung ke nmor orang 

tua siswa. Memang kendalanya itu di Handpone android, ada beberapa siswa yang tidak 

memilikinya, sehingga saya sebagai wali kelas juga harus bepikir keras bagaimana 

caranya pelajaran tetap mereka dapatkan” (Tanggal 10 Februari 2022). 

Orang tua siswa juga diwawancarai dengan pernyataan: 

“Anak saya termaksud yang tidak makimal belajar daring. Bukan soal 

Handponenya, tapi masalah data. Kan pelajaran ini setiap hari, data juga kalau diisi 

cepat seklai habis, sementara pemebalajarannya sampai dua jam. Kadang juga 

jaringanhya bermasalah. Pokonya bagi saya susah ini pemebelajaran daring, lebih baik 

sekolah langsung saja” (Tanggal 13 Februari 2022). 



Orang tua siswa lainnya juga diwawancarai mengatakan : 

“Susah mau belajar on line, saya tidak punya handpone android. Jadi selama 

pemebalajaran daring anak saya tidak dapat pelajaran dari guru. Teman-temannya yang 

lain bias belajar baik, karena ada handpone, anak saya hanya belajar seadaanya saja. 

Itupun nanti guru kirim tugas saja” (Tanggal, 13 Febriuari 2022). 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara tentang indicator keberhasilan 

implementasi kebijakan program bejalar daring melalui dimensi dukungan sarana adalah 

untuk ketersediaan sarana penunjang pembejalran daring adalah bagian dari tanggng 

jawab orang tua siswa masing-masing, khususnya berkaitan dengan handpone android. 

Sedang untuk data  internet adalah sebagaian diberikan bantuan oleh pemerntah pusat 

melalui menteri pendidikan dan kebudayaan. Kendala dalam proses belajar tersebut 

terlihat dari adanya orang tua yang tidak memiliki fasilitas handpone android.  

4.2.3  Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam konteks implementasi kebijakan adalah salah satu 

indicator penting yang juga mendukung tujuan dari kebijakan setelah dirumuskan. 

Dimensi sumber daya manusia adalah indicator terpenuhinya aktor pelaksana kebijakan 

dilapangan. Karena pada prinsipnya ketersediaan aktor pelaksana adalah mutlak harus 

disiapkan jauh sebelum rumusan kebijakan itu dibuat. 

Hasil penelitian yang dilakukan menujukan baha sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan program belajar daring  adalah sebagai berikut : 

Wawancara dengan kepala sekolah dasar negeri 15 Tilamuta : 

“Kalau ditanya mengenai guru dan tenaga staf di sekolah ini secara umum ya 

belum cukup ya, artinya masih kurang. Faktannya kami punya guru wali kelas yang 



menghendel dua kelas sekaligus. Jadi masalahanya memang juga ada kalau dilihat dari 

sisi sumber daya manusia. Kewalahan memang guru kami, apalagi dalam porses 

pembelajaran daring” (tanggal 10 Februari 2022).  

Keterangan yang sama diperoleh bersama salah staf sekolah dasar negeri 15 

Tilamuta : 

“Ya memang benar, sekolah kami memang masih kekurang guru untuk beberapa 

mata pelajaran, bahkan ada wali kelas juga yang terpaksa harus ditangangi oleh satu 

guru perwalian” (Tanggal 10 Februari 2022). 

Salah seorang guru yang diwawncarai menyebutkan : 

“Kalau hanya sumber daya manusia disekolah ini, memang kurang, tapi kami 

masih bisa menangangi kekurangan itu dengan berbagi tugas agar pembelajaran tetap 

berlangsung. Untuk program belajar daring kami memang masih bias melaksanakannya 

karena selain ada guru yang menangani, kami juga bias berbagi waktu dengan siswa 

untuk waktu-waktu belajarnya” (Tanggal 10 Februari 2022). 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal 

ketsersediaan sumber daya manusia, sekolah dasar negeri 15 Tilamuta masih mengalami 

kekurangan guru dalam mendukung kelancaraan belajar. Hasil temuan bersama para 

informan menunjukan juga bahwa proses belajar mengajar di sekolah dasar negeri 15 

Tilamuta tidak begitu maksimal dan bahkan memberikan efek psikologi yang kurang baik 

bagi guru yang mengajar dan menangani dua kelas sekaligus. Permaslahan sumber daya 

manusia menjadi sangat penting bagi sekolah untuk ditindaklanjuti peningkatannya, 

karena hal tersebut dapat memberikan dampak kurang baik pada perkembangan 

pendidikan dan pembangunan sekolah. 

4.3 Pembahasan  



Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik- 

baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tesebut. 

Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari factor penentu dari ukuran konsep 

kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah 

implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak 

ada ujungnya, sehingga penilaian public akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan 

oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.  

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam 

rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku 

kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna 

menerapkan kebijakan kea rah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah 

pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan 

manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konrit pemerintah pusat 

sampai ketingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya 

keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam 

pelaksanaannya. 

Dari hasil penelitian yang dijelaskna sebelumnya menunjukan bahwa dalam 

konteks dimana pelaksanaan program belajar daring pada sekolah dasar negeri 15 

Tilamuta Kabupaten Boalemo tiga indikator implementasi yang digunakan oleh peneliti 

dalam menilai dan menganalisis permasalahan pelaksanaan kebijakan dilapangan, baik 

factor komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian informasi kepada orang tua 

siswa akan kebijakan tersebut, serta system belajarnya, penggunaan fasilatas apa saja. 

Hasilnya hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak sekolah, lebih khusus oleh guru 

perwakilan kelasnya masing-masing.  



Penyampaian pesan ini menjadi penting agar dapat dipahami oleh penerima 

damapak dari kebijakan tersebut dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena satu 

kebijakan tanpa penyampaian atau bentuk komunikasi yang jelas antar dua belah pihak, 

maka proses dan tingkat keterterimaan dari orang tua siswa tidak aka nada dan pada 

akhirnya tujuan program tidak tercapaui sebagaimana diharapkaan. Kebijakan tidak 

hanya dilihat pada tataran rencana saja, namun perlu disosialisasikan dengan baik kepada 

semua yang berkepentingan, sehingga dapat memberika satu kesepahaman dalam 

pelaksanaannya. Solichin A. Wahab (2012) menjelaskan bahwa langkah pembentukan 

pemhaman akan konsep kebijakan menjadi sangat urgen, mengingat akan terjadi 

kesemrautan dalam bahkan sampai pada tarap tidak diterimanya kebijakan tersebut oleh 

sasaran kebijakan.  

Hal lain juga yang dinilai oleh peneliti adalah indikator dukungan sarana dalam 

pelakasanaan program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Tilamuta. Dukungan 

akan sarana menurut Edward III (dalam winarno, 2012) adalah bagian penting lainnya 

yang akan memastikan tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Para aktor 

pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kebijakan, tapi juga harus 

ditunjang dengan dukungan infrastruktur memadai. Penelitian menunjukan bahwa 

kendala tekins dalam prose balajr daring salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas 

handpone bagi sebagaian orang tua siswa.kendala teknis berupa handpone tersbut adalah 

salah satu sarana penunjuang pelaksanaan kebijakan yang perlu mendapat perhaikan 

serius dari pemerintah daerah, lebih khusus dari pihak sekolah. Perlu adanya upaya lain 

yang lebih konkrit untuk menangangi masalah teknis tersebut.  

Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan juga sangat tergantung oleh indicator 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimaksudkan adalah mereka sebagai aktor 

pelaksana kebijakan yang teribat langsung dilapangan. Satu kebijakan tanpa dukungan 



aktor pelaksana hanya akan menjadi kebijakan tanpa pelaksanaan yang dapat dinilai 

sebagai sebagai kebijakan catatan kertas tanpa tujuan. Dalam pelaksanaan program 

belajar daring di sekolah dasar negeri 15 hasil penelitian menujukan sumber daya 

manusia dalam hal ini adalah guru sebagai tenaga pendidik utama dalam proses belajar 

belajar kurang tersedia. Hal ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak 

maksimal.   

Keberhasilan implementasi kebijakan juga akan lebih terjamin apabila didukug 

adanya komitmen yang rekatif tinggi dari pihak implementor terhadap tujuan kebijakan 

dan penataa akses formal yang disediakan kepada kelompok diluar jajaran lembaga 

pelaksana. Khususnya kelompok penerima manamaaf kebijakan, maupun pihak lain yang 

berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.  

Edward III dalam Nugroho (2012) menjelaskan bahwa para aktor pelaksanaan 

kebijakan tidak hanya dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan atau skilnya 

individualnya, namun harus terus menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan 

yang dilaksanakan karena hal itu akan menumbuhkan komitmen kerja dari actor tersebut. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Keseimpulan 

Dari uraian bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah imlementasi program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum telah dengan baik.Adanya 

kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar tidak leapas dari dukungan 

komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan kepada orang tua siswa 

telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal dukungan sarana berupa 

handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar secara daring. Hal ini 

tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar daring diberlakukan 

kembali. Implementsai program belajar daring juga terkendala oleh tenaga guru yang 

kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring.  

5.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan sebelumnya adalah pihak 

sekolah harus benar-benar memperhatikan dukungan implementasi kebijakan 

,berdasarkan tiga indiktaor dalam penelitian ini, baik factor komuniaksi kebijakan, factor 

sarana dan sumber daya manusia berupa guru. Saran ini bersifat secara universal untuk 

sekolah dasar negeri 15 Tilamuta kedepan, mengingat proses belajar tatap muka telah 

dimulai dan tentu secara otomatis proses belajar daring tidak dilakukan lagi. Namun 

bukan tidak mungkin proses belajar belajar daring akan kembali diberlakukan sering 

ketika pandemic covid kembali meningkat. Olehnya perlu kesiapan sejak dini pihak 

sekolah dalam menangangi masalah tersebut. Secara umum sarana pembelajaran juga 

sudah harus disiapkan oleh sekolah dan orang tua dalm proses belajar mengajar, 

termaksud hal yang paling penting adalah dukungan tenaga guru. Tenaga guru harus 



ditambah, pihak sekolah harus mengkomunikasikan dengan pemerintahn daerah atau 

dinas terkait untuk masalah tersebut.  
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

1. Secara umum bagaimanakah penerapan kebijakan daring selama disekolah 

2. Apakah deberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang sebelum kebijakan 

daring dilaksanakan  

3. Bagaimana bentuk sosialisasi kepada orang tua siswa 

4. Apa saja pesan yang disampaikan dalam sosialisasi tentang daring kepada orang 

tua siswa 

5. Apa saja hambatan yang diperoleh dalam menjalankan sosialisasi tentang 

kebijakan daring kepada orang tua siswa 

6. Sejauh apa tidak ada keluhan tentang tentang pembelajran daring. 

7. Bagaimana ketersediaan sarana penunjang bagi guru dalam kebijakan 

pembelajaran daring. 

8. Apakah pihak sekolah menyediakan sarana berubah hanphone dalam proses 

belajar daring. 

9. Apakah ada kendala dalam proses belajar daring selama berjalan. 

10. Apakah ada siswa yang tidak memiliki saran berupa handphone atau yang lainnya 

dalam mengikuti daring? Jika ada apa kebijkan sekolah dalam menanggapi hal 

tersebut. 

11. Bagaimana dengan masalah kuota internet bagi guru dan siswa apakah disediakan 

oleh sekolah atau seperti apa. 

12. Apakah ada anggaran sekolah atau pihak dinas yang mendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

 



PEDOMAN WAWANACARA ORANG TUA SISWA DAN SISWA 

1. Apakah bapak/ibu deberikan sosialisasi terlebih dari pihak sekolah terkait 

pembelajaran daring. 

2. Bagaimana bentuk sosialasasi yang disampikan oleh pihak sekolah atau guru. 

3. Apakah bapak/ibu memahami dengan baik sosialisasi tersebut. 

4. Apakah selama berlangsungnya pembelajaran daring tidak ada kendala yang 

dihadapi dalam proses belajar daring oleh bapak/ibu. 

5. Apakah sekolah tidak menyediakan sarana penunjang dalam belajar daring 

6. Bagaimanakah dengan kuota internet dalam pembelajaran daring apakah 

disediakan sekolah atau diupayakan sendiri oleh orang tua siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

SRI YUNITA LATIF. S2118094. IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING POLICY 

AT SDN 15 TILAMUTA IN BOALEMO DISTRICT 

 

This study aims to determine the implementation of an online learning policy at 

SDN 15 Tilamuta. It employs a qualitative method. The data collection technique 

uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is 

interactive analysis. The results of the study indicate that in general the online 

learning implementation in SDN 15 Tilamuta, Tilamuta Subdistrict in Boalemo 

District has been well. The obstacles and problems in the teaching and learning 

process cannot be separated from the support of good communication. It has 

been done by delivering policy messages to parents of students. It has been 

carried out by the school. Meanwhile, terms of supporting facilities in the form of 

cellphones, it is still an obstacle in the online teaching and learning process. It 

requires strategic steps in the future if the online learning process is reinstated. 

The online learning implementation is also constrained by the lack of teachers 

supporting the learning process of teaching online. However, the learning process 

continues with a learning time setting system by each class and subject teacher. 

 

Keywords: policy implementation, online learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

SRI YUNITA LATIF. S2118094. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN 

PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO 

Penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi 

kebijakan dalam proses belajar daring di SDN 15 Tilamuta. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 

adalah analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian 

adalah implementasi program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan 

Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum telah dengan baik. Adanya kendala dan 

permasalahan dalam proses belajar mengajar tidak leapas dari dukungan 

komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan kepada orang tua 

siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal dukungan sarana 

berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar secara 

daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar 

daring diberlakukan kembali. Implementsai program belajar daring juga terkendala 

oleh tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring. 

Sekalipuin proses belajar tetap berjalan dengan sistem pengaturan waktu belajar 

oleh masing-masing guru kelas dan mata pelajaran. 

Kata kunci: implementasi kebijakan, pembelajaran daring  
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